KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN

Nama Program
Nama Kegiatan
Latar Belakang Kegiatan

Pelaksana Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Lokasi Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi Dinas PMPTSP Kabupaten Purworejo dan untuk memberikan kepastian hukum
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas PMPTSP Kabupaten Purworejo maka diperlukan kegiatan Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

12 bulan

: Januari - Desember 2023

Kabupaten Purworejo

Alokasi Anggaran Rp 255.321.700
Sumber Dana APBD
Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan | Indikator Kinerja Sub Kegiatan Aktifitas
No (Dampak) (Manfaat) (Keluaran) ~ (Output)
1 2 3 -4 5 6
1 |Peningkatan Nilai Investasi Pertumbuhan Ketersediaan Regulasi Sub Kegiatan :
Jumlah Pengembangan Iklim Penetapan Kebijakan Daerah
Kepeminatan Penanaman Modal Mengenai Pemberian Fasilitas/

Penanaman Modal

Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal.

Regulasi mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal.

Penyusunan Peraturan
Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas
/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal.
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KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN

Nama Program

Nama Kegiatan

Latar Belakang Kegiatan
Pelaksana Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Mempromosikan potensi dan peluang investasi Kab. Purworejo kepada calon investor

12 Bulan

: Januari-Desember 2023

Lokasi Kegiatan : Jawa dan Luar Jawa
Alokasi Anggaran 252.163.900
Sumber Dana DAU
No Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Aktifitas
(Dampak) (Manfaat) (Keluaran) (Output)
1 2 3 4 5 6

Peningkatan Nilai Investasi

Persentase Izin Usaha
Terhadap Jumlah
Kepeminatan Penanaman
Modal

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah

Kabupaten /Kota

- Persentase Izin Usaha

Terhadap Jumlah Kepeminatan
Penanaman Modal

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman Modal:

. Dokumen Strategi Promosi

Penanaman Modal

1. Menyusun buku profil investasi daerah
. Membuat video profil investasi
. Melakukan koordinasi penyusunan strategi promosi

penanaman modal dengan Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah

. Melakukan dokumentasi dan inventarisasi potensi unggulan

yang dimiliki daerah untuk menyusun profil investasi daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan Promosi Penanaman
Modal:

Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah /
Kabupaten

. Mengikuti kegiatan Central Java Invesment Bussines Forum

(CJIBF)

. Melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal tingkat

nasional




KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN

Nama Program
Nama Kegiatan

Latar Belakang Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Lokasi Kegiatan

Alokasi Anggaran

Sumber Dana

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Melakukan kegiatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat Kabupaten Purworejo dan sekitarnya

2. Melakukan kegiatan pemantauan rekomendasi/ pemenuhan komitmen izin pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat Kabupaten Purworejo dan sekitarnya

3. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

4. Untuk melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi regulasi terkait kegiatan penanaman modal Kabupaten Purworejo dan sekitarnya

12 bulan

Januari - Desember 2023

Kabupaten Purworejo
Rp. 452.238.600,-
APBD

No Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Aktifitas
(Dam palk) Program (Manfaat) (Keluaran) (Output)
1 2 3 -+ 5 6
Peningkatan Nilai Investasi Persentase Persentase Pelayanan Penanaman | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan
Pelayanan Modal Sesuai Standar Operasional |Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Penanaman Modal
sesuai Norma
Standar Prosedur

Pelayanan

berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

1. Pelayanan Perizinan

2. Penyuluhan Perizinan pada
Masyarakat,

3. Penyediaan Sarana Prasarana
Pelayanan Perizinan

Sub Kegiatan Pemantauan
Pemenuhan Komitmen Perizinan dan
Non Perizinan Penanaman Modal

1. Peninjauan Lokasi
2. Rakor Tim
3. Jasa Perseorangan

1. Penyuluhan perizinan
kepada masyarakat

1. Cetak Form Izin
2. Cetak Leaflet
3. Cetak Stiker/ Tanda Izin




Perizinan Perusahaan dan UMKM Komitmen
2. FGD

3. Rakor Tim

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan

Konsultasi dan Pengaduan Pengaduan
Sub Kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi Penetapan
pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

1. Hasil koordinasi dan Sinkronisasi |1. Forum PTSP
Regulasi 2. Rakor Tim

Purworejo, 9 Desember 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

ANAN/ ;,.:-'--

1. Hasil Monev Pemenuhan Komitmen |1. Rekomendasi Pemenuhan

4. Jasa Perseorangan

1. Hasil Penyelenggaraan Layanan 1. Layanan Konsultasi/




KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN

Nama Program
Nama Kegiatan
Latar Belakang Kegiatan

Pelaksana Kegilatan
Waktu Pelaksanaan Kegiatan

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyampaian LKPM dari pelaku usaha belum tepat waktu sehingga dapat menghambat perkembangan realisasi Penanaman modal.

Perlunya pembinaan terkait OSS serta penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanva

12 Bulan

. Januari s/d Desember 2023

Lokasi Kegiatan Kabupaten Purworejo
Alokasi Anggaran 290.183.100
Sumber Dana DAK
No Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program | Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Aktif
(Dampak) (Manfaat) (Keluaran) (Output)
1 2 3 4 5 6

Peningkatan Nilai Investasi

Prosentase Usaha yang
memenuhi Ketentuan
Perizinan

Kegiatan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

- Prosentase Usaha yang
memenuhi Ketentuan
Perizinan

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
Penanaman Modal

Melakukan identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku
Usaha dalam meralisasikan Kegiatan Usahanya

Melakukan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam
merealisasikan Kegiatan Usahanya

Melakukan evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
Penanaman Modal

Melakukan Bimbingan Teknis/Sosialisasi kepada pelaku usaha atas implementasi
perizinan berusaha berbasis resiko

Melakukan Bimbingan Teknis/Sosialisasi kepada pelaku usaha atas implementasi
pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
Penanaman Modal

0

. Melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha terkait:

Melakukan analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku
Usaha

Melakukan inspeksi lapangan

Melakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku
usaha




KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN

Nama Program
Nama Kegiatan

Latar Belakang Kegiatan

Pelaksana Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Lokasi Kegiatan

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Untuk memberikan kemudahan dalam mengakses data terkait data perizinan dan nonperizinan maka diperlukan pengolahan,
penyusunan, pemeliharaan dan / atau pengembangan Aplikasi Sim Perizinan yang terintegrasi, sehingga pengguna dapat
mengkonfirmasi data yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan tepat.

12 bulan

: Januari - Desember 2023

Kabupaten Purworejo

Alokasi Anggaran : Rp 120.098.600
Sumber Dana : APBD
No Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan | Indikator Kinerja Sub Kegiatan Aktifitas
(Dampak) (Manfaat) (Keluaran) (Output) ;
1 2 3 4 5 6
1 |Peningkatan Nilai Investasi Persentase Jenis Data informasi perizinan dan  [Sub Kegiatan :

Data dan Informasi
Perizinan dan
Nonperizinan yang
Disediakan

non perizinan yang terintegrasi

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi

1. Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan

2. Pemeliharaan Aplikasi Perizinan

1. Pengolahan dan
Pemeliharaan Arsip

2. Penyusunan dan
pengelolaan Data
Pemeliharaan dan / atau
pengembangan Aplikasi SIM
Perizinan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




